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RINGKASAN 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk 

dengan tujuannya untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang 

sangat penting dalam pengendalian perusahaan pinjaman online ilegal yang terjadi 

dimasyarakat. Permasalahan penelitian ini yaitu: bagaimana tanggung jawab OJK 

dalam upaya pengendalian pinjaman online ilegal, hambatan yang dihadapi oleh 

OJK dalam upaya pelaksanaan pengendalian praktik pinjaman online ilegal serta 

upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang terikat dengan pinjaman 

online ilegal. 

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui mengenai tanggang jawab 

OJK dalam upaya pengendalian praktik pinjaman online ilegal, untuk mengetahui 

hambatan yang dihadapai OJK dalam upaya pelaksaan pengendalian pinjaman 

online ilegal dan upaya hukum perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

terikat dengan pinjaman online. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, 

dengan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara deskriptif. Narasumber 

penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan 

Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer (Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No.77/POJK.01/2016 dan peraturan terkait) 

dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pinjaman online legal dan 

OJK.   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan OJK mempunyai 

kewenangan dalam mengatur dan mengawasi legal, mengenai pinjaman online 

ilegal bukanlah lembaga jasa keuangan (LJK) sehingga tidak menjadi kewenangan 

OJK didalam melakukan pengendalian atau pemberantasannya, terkait upaya OJK 

untuk ikut serta memberantas pinjaman online ilegal, OJK rutin melakukan 

edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan mengkoordinasi dalam pembentukan 

SWI guna memberantas pinjol ilegal. Adapun hambatan yang dihadapi OJK 

dalam mengendalikan perusahaan pinjaman online ilegal ini Khususnya SWI 

adalah: Korban tidak melapor, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk 

keuangan, Ketidakpastian status perusahaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan 

ialah dengan melaporkan pihak pinjol ilegal yang melakukan penangihan secara 

tidak baik untuk diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku pada 

kejahatannya. 
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